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TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG

PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa wuntuk meningkatkan daya saing nasional,
memberikan kepastian berusaha, mempercepat
pelayanan perijinan berusaha, efektivitas kebijakan
impor bahan berbahaya, serta mendukung pelaksanaan
pengadaan, distribusi dan  pengawasan bahan
berbahaya, perlu melakukan beberapa perubahan
terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 /M-
DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan
Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan,
Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  44/M-
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Mengingat

DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan

Pengawasan Bahan Berbahaya;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 /M-
DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan
Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 324) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan,
Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1702);
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  46/M-
DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi
atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
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Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-
DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi
atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);

8. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  48/M-
DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang
Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1006);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

10. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  75/M-
DAG/PER/7/2018 tentang Ketentuan Angka Pengenal
Importir (API) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 936);

11. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  77/M-
DAG/PER/7/2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
44 /M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI,
DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi
dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 324) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009
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tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan

Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1702) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2
adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam
bentuk tunggal maupun campuran yang dapat
membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup
secara langsung atau tidak langsung, yang
mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik,
teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke
daerah pabean.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha
perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh
Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di
wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum
yang melakukan kegiatan usaha perdagangan B2.
Produsen Bahan Berbahaya yang selanjutnya
disingkat P-B2 adalah perusahaan  yang
memproduksi B2 di dalam negeri dan mempunyai
Izin Usaha Industri dari instansi yang berwenang.
Perusahaan yang memiliki NIB yang berlaku sebagai
API-P adalah perusahaan industri yang mengimpor
B2 sebagai bahan baku atau bahan penolong pada
proses produksi sendiri.

Perusahaan yang memiliki NIB yang berlaku sebagai
API-U adalah perusahaan yang mengimpor B2 untuk

didistribusikan/diperdagangkan kepada pihak lain.
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11.

12.

13.

14.
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Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya
disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai
importir umum.

Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya
disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai
importir produsen.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan
Pendaftaran.

Persetujuan Impor Bahan  Berbahaya yang
selanjutnya disingkat PI-B2 adalah persetujuan yang
digunakan sebagai izin melakukan impor B2.
Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya yang
selanjutnya disingkat DT-B2 adalah Perusahaan
yang ditunjuk oleh P-B2 dan/atau Perusahaan yang
ditunjuk oleh Perusahaan yang memiliki NIB yang
berlaku  sebagai  API-U, untuk  melakukan
Pendistribusian B2.

Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang
merupakan unit atau bagian dari perusahaan
induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang
berlainan dan bertugas wuntuk melaksanakan
sebagian tugas dari perusahaan induknya.

Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya
disingkat PT-B2 adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh
DT-B2 untuk melakukan Pendistribusian B2 kepada
Pengguna Akhir Bahan Berbahaya.

Pengguna Akhir Bahan Berbahaya yang selanjutnya
disingkat PA-B2 adalah perusahaan industri yang
menggunakan B2 sebagai bahan baku/penolong
untuk memperoleh nilai tambah, dan/atau badan
usaha atau lembaga yang menggunakan B2 sebagai
bahan  penolong dan/atau  penelitian sesuai
peruntukannya, memiliki izin dari instansi yang
berwenang, dan tidak bergerak di bidang pengolahan

pangan.
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